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KAI: Surat Harifin bertentangan dengan putusan MK
Senin, 12 September 2011 | 21:28:00


[image: C:\Documents and Settings\Chezta Pratama\Desktop\2011912Harifin Tumpa by tribunnews.jpeg]Jakarta - Kongres Advokat Indonesia (KAI) berkesimpulan tindakan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa membuat edaran kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Surat kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia mengenai penyumpahan advokat, dimana calon advokat yang boleh disumpah hanya yang diajukan oleh Peradi, adalah bertentangan dengan putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 juncto Putusan MK Nomor 79/PUU-VII/2011 tanggal 27 Juni 2011," kata kuasa hukum DPP KAI, Erman Umar, dalam kesimpulannya di sidang lanjutan gugatan KAI kepada Ketua MA di PN Jakpus, Senin (12/9).

Menurut Erman, berdasarkan putusan MK itu, telah dipertimbangkan bahwa saat ini belum ada wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi wajib melakukan penyumpahan terhadap advokat yang telah memenuhi syarat organisasi yang saat ini ada secara de facto," ujar Erman.

Erman mengingatkan, putusan MK bersifat mengatur dan mengikat yang hakekatnya sama dengan UU. Dengan demikian, tindakan Ketua MA Harifin mengeluarkan surat 089/2010 itu merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheid daads).

"Tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat karena advokat-advokat baru yang telah memenuhi syarat yang dihasilkan oleh pihak penggugat tidak dilakukan penyumpahan oleh pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 UU Advokat dan sebagian dari advokat baru tersebut dilarang bersidang untuk mendampingi kliennya oleh majelis," tutur Erman.

Sebagaimana diketahui, KAI menggugat Ketua MA Harifin Andi Tumpa dan menuntut uang sebanyak Rp50 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam tuntutannya, KAI meminta membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp 50 miliar.

Gugatan ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI yang didaftarkan di PN Jakpus pada Desember 2010. Para penggugat ini menilai perbuatan Harifin saat mengesahkan nota kesepahaman (MoU) antara KAI dan Peradi pada 24 Juni lalu telah keliru. Apalagi  mengingat nama Peradi itu dikukuhkan dalam surat Ketua MA kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010, yang berakibat penyumpahan advokat harus diajukan oleh Peradi.

Sumber :
http://www.gresnews.com/berita/hukum/2128129-kai-surat-harifin-bertentangan-dengan-putusan-mk
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